
-
BUPATI REJANG LEBONG 

PROVINSI BENGKULU 

PERATURAN BUPATI RE.JANG LEBONG 
NOMOR !l-1 TABUW 2018 

TENTANG 

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUOAS DAN F'UNGSI SERTA 
TATA KERJA DINAS SOSlAL KABUPATEN REJANG I..EBONG 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUH/\N YANG MAHA ESA 

BUPATI R£JANG LEBONG, 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan 
Pemerintah Nomor 18 Ta.hun 2016 tentang Perangkat Daera.h 
dan Pasal 4 ayat (1) Pcraturan Oaerah Kabupaten Rejang 
Lebong Nomor 9 Ta.hun 2016 tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkal Daerah Kabupaten Rejang Lebong 
sebagaimana tela.h diuba.h dengan Peraturan Daera.h 
Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2018 tentang 
Ptf\!bahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lcbong 
Nomor 9 Tabun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong, perlu 
mcnetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan 
Organisasi, Tugas dan F'ungsi, serta Tata Kerja Dinas Sosial 
Kabupaten Rejang Lebong. 

I. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang 
Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan 

. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828); 
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Letnbaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia

0

Tahun 
2014 Nomor 6 , Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5494); 
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Menetapkan : 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Oaerah sebagaimana tclab diubah beberapa 
kal i terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tabun 
20 IS tentang J>erubahan Kedua Atas Undang•Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
58, Tambaban Lembara.n Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679}: 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 Tentang 
Berlakunya Und.ang•Undang Republik Indonesia Nomor 9 
Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan Di Propinsi 
Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 
1968 Nomor 34 , Tam bah an Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2854); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahua 2016 teatang 
Perangkat Dae rah (Lembaran Negara Repu blik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambaban J..embaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887}; 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Belita 
Negara Republik I ndonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

8. Peraturan Mentcri Sosial Nomor 14 Tahun 2016 tentang 
Pedoman Nomcnldatur Dinas Sosial Daerah Provinsi dan 
Dinas Sosial Oaerab Kabupaten/Kota (Belita Negara 
Republik lndones;a Tahun 2016 Nomor 1590); 

9. Pcraturan Daerah Nomor 9 Taliun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 
Rejang Lebong sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Oaerah Nomor 2 Tabun 2018 tentang 
Perubahan Alas Peraturnn Daerah Kabupaten Rejang 
l..ebong Nomor 9 Tahun 2016 tencang Pembentu_kan dan 
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong 
(Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018 
Nomor 133}. 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI! TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN 
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA 
DINAS SOSIAL KABUPATEN Re:JANG LEBONG 

BAB! 
KETENTUAN UMUM 

Pasal I 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dcngan : 
I. Daerah adalab Kabupaten Rejang Lebong. 
2. Pemerintahan Daerah adalah ~nyelenggaraan urusan pemerintaban oleh 

pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas 
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya 
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republil< Indonesia sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republ ik Indonesia Tabun 
1945. 
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3. Pemerintah Oaerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Oaerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

4. Bupati adalah Bupati Rejang Lebong. 
5 . Perangkat Oaerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyclenggaraan 

pemerlntahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat OPRD, 
dinas daerah, lembaga tcknis daerah, ke<:arnatan , dan kelurahan. 

6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Rejang Lebong. 
7 . Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Ka bu paten Rcjang Lt:bong. 
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Kabupaten Rejang Lebong. 
9 . Sekretariat, Bidang, Seksi, Sub Bagian, Unit Pelaksana Teknis adalah 

Sekretariat, Bidang, Seksi, Sub Bagian, Unit Pclaksana Teknis pada Oinas 
Sosial Kabupaten Rejang Lebong. 

10 . Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya d isingkat PNS adalah warga negara 
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN 
secara Let.ap o1c:.h pejabat pembina kepegawaian untuk rnenduduld jabatan 
pemerintahan. 

I I . Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas 
berkaltan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan 
keterampilan tertentu. 

12. Jabatan ~truktural adalah suatu kedudukan yang menunju.kkan tugas, 
tanggung jawab, wewenang, dan hak se--scorang Pegawai Negeri Sipil dalam 
rangka memlmpin suatu satuan organisasi negara. 

BAB II 
KEDUOUKAN 

Pasal 2 

Dinas Sosial Tipe C merupakan unsur pelaksana urusan pcmerintahan bidang 
sosial yang dipimpin oleh Kepala Dinas. 

Pasal 3 

(l) Dinas Sosial mempunyai tugas mombantu Bupati dalam melaksanakan 
urusan pemerintahan bidMg sosia.1 yang menjadi kewenangan Daerah dan 
tugas pembantuan yang d iberikan kepada Daerah. 

(2) Dinas Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana d imaksud pada ayat 
(I) menyelenggarakan fungsi: 
a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas.nya; 
b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya; 
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tu.gasnya; 
d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan 
e. pelaksanaan fu ngsi la in yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tu gas 

dan fungsinya. 

BAB Ill 
SUSUNAN OROANlSASl 

Pasal 4 

Oinas Sosial terdlri dari : 
a. Kepala Oinas: 
b. Sek.retariat; 
c. Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial; 
d . Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin; 
c . Unit Pelaksana Teknis; dan 
f . Kelompok Jabatan Fungsional. 

3 



Pasa15 

(I) Oinas Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 hunif a. dipimpin oleh 
Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati 
melalui Sekretaris Oaerah. 

(21 Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 hunif b, dipimpin oleh 
Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung j awab kepada Kepala 
Dinas. 

(3) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 hunif c dan d dipimpin o leh 
Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 
Dinas melalui Sekretaris. 

(4) Unit Pelaksana Tel<nis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bunif e 
dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Tel<nis yang berada dibawah dan 
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. 

BABIV 
TUCAS DAN FUNCSI 

Bagian Kesatu 
Kepala Dinas 

Pasa,l 6 

(I) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan 
urusan pemerintaha.n bidang sosial yang menjad.i kcwenangan Daerah dan 
tugas pembantuan yang d iberikan kepada Daerah. 

(2) Untuk melokoanakan tugas sebagaimana dimaksud p-ada ayat (I), Kepala 
Dinas mempu nyai fungsi : 
a. perumusan dan penyusunan kebijakan tcknis Oinas; 
b. pengoordinasian, pengendalian, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan 

tugas Dinas; 
c. pembinaa.n operasJ.onal se-suaj dengan kebjja.kan yang ditetapkan oleh 

Bupati: 
d. pcngootdinasian, pengendalian, penga.wasan dan evaluasi pelaksanaan 

tugas di bidnng ketatausnhaan serta pembinnan administrasi 
kepegawaian; dan 

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas 
dan fungsinya. 

Bagian Kedua 
Sekretariat 

Pasal 7 

{I) Sekretariat mempunyai tugas menyusun program kerja, mengelola urusan 
keuangan, kepegawaian, persuratan, kearsipan,. namah tangga, 
perlengkapan, dokumentasl dan informasi, pengkoordinasian identiftkasi 
produk hukum daerah serta menginventarisir permai.alahan kelembagaan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundan,g-undangan. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana. dimaksud pada ayat (I), Sekretruiat 
mempunyai fungsi: 
a. pc.nyusunan rencana, program dan kegjatan ke-sekretarfatan; 
b. pcngoordinasian penyusunan pcrencanaan program dinas; 
c. pelaksanaan dan penyelenggaraan pelayanan 

kesekretasiatan dinas metiputi administrasi umum, 
keuangan dan kenimahtanggaan dinas; 

adrninistrasi 
kepegawalan, 

d . pengelolaan dan pcmberdayaan sumber daya man.usia , pengembangan 
organisasi dan ketatalaksanaan; 

e . pengoordinasian dan penyusunan produk hukum dac rahi 
r. penyclcnggaraan pengelolaan barong milik/kekayaan ncgara/daerah; 
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g. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas - tugas dlnas; 
h. penyiapan bahan pembinaan, pengawasa:n dan pengendalian; 
i. pelaksanaan monitoring. evaluasi dan pelap0ran kesekretariatan; dan 
j. pelaksa.naan fungsi lain yang diberikan o leh Kepala Dinas terkait dengan 

tugas dan fungsinya. 

Pasa18 

(11 Sekretariat, terdiri dari: 
a. Sub Bagian Program dan Data; dan 
b. Sub Bagian Tata Usaha dan Keuangan. 

(21 S ub Bagian sebagaimana dirnaksud pada ayat (11 dipimpin oleh Kepala Sub 
Bagian yang berada dibawah dan bertanggun.gjawab kepada Sekretaris. 

Pasal9 

(II S ub Bagian Program dan Data sebagaimana d imaksud dalam Pasal 8 ayat (JI 
huruf a. mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan program dan 
anggaran, penyusunan rencana strategis dan laporan, penyajian data dan 
laporan kinerja. 

(21 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat {I), Sub 
Bagian Program dan Data mernpunyaJ fungsi : 
a. penyiapan bahan koordinasj dan penyusunan rencana program dan 

anggaran; 
b. penyiapan bAhan koordinasi dan penyusunan rencana strategis; 
c. penyiapan hahan penyusunan laporan; 
d. pcngumpulan, pengolahan, dan penyajian data; 
e. penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja; dan 
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan 

tugas dan fungsinya. 

Pa""1 10 

(!) Sub Bagian Tata Usaha dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 
ayat (I] huruf b, mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, tata 
usaha, kearsipan, administrasi kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga., 
pengelolaan bamng milik negara/daerah, penyiapan bahan LHKPN dan 
LHKASN, tata laksana dan pelaporan keuan.gan, verifikasi dan akuntansi. 

(2) Untul< melaksanakan tugas sebagaimana d imaksud pada ayat (1 ), Sub 
Bagian Tata Usaha dan Keuangan mempunyai fungsi : 
a. penyiapan dan pe1aksanaan urusan tat.a usaha; 
b. penyiapan dan pelaksanaan urusan kepegawaian; 
c. pcnylapan dan pelaksanaan urusan rumah tangga; 
d. penyiapan dan pelaksanaan urusan tata persuratan dan kearsipan; 
e. peny iapan dan pelaksanaan urusan kehumasan; 
f. pengelolaan dan inventarisa.si barang milil< negara/daerah yang ada; 
g. penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja; 
h . penyiapan bahan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara 

Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara 
(LHKASN); 

i. pengoordinasian penyiapan bahan Reformasi Birokrasi dan Sistcm 
Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP); 

j. pelaksanaan urusan tata laksana keuangan; 
k. pelak.anaan urusan perbendaharaan dan gaji; 
I. pelaksanaan urusan verHikasi dan akuntansi; 
m. pelaksanaan urusan peJaporan keuangan; dan 
n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan 

tugas dan fungsinya. 
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Bagian Ketiga 
Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial 

Pasal 11 

( I l Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial mempunyai tu gas 
mcnyiapkan namusan pclaksanaan kebijakan teknis. fasilitasi, koordinasi, 
pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang rehabilitasi dan 
perlindungan jaminan sosial. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang 
Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosla1 mempunyai fungs.i: 
a. pelaksanaan kebijakan tcknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemant.auan 

dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial anak di luar panti dan/atau 
lembaga,; 

b. pelaksanaan kebija.kan teknis► fasilitasi, koord.inasi, serta pemantauan 
dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas di 
luar pan ti dtlJ'l/ at.au lembaga; 

c. pcJaksanaa.n kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan 
dan cvaluasi pelaksa.naan rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban 
perdagangan orang di luar panti dan/atau lembaga; 

d. pelaksanaan kebijakan lcknis, fasilitasi, koordinasi, scrta pemanc.auan 
dan evaluasi rehabilitasi sosial lanjut usia. d.i luar panti dan/atau 
lembaga; 

e . pelaksanaan kebija,ka.n tck:nis, fasillt.asi, koordinasi, serta pemantauan 
dart cvaJuasi perJindungan sosial korban bencana alam; 

f. pelaksanaan kebijakan teknis, fasHitasi, koordinas-t, scrta pemantauan 
dan evaluasi pcrJindungan sosfal korban bencana sosial; 

g. pclaksanaan kebijakan tekn.is, fasilitasi, koon:linasi, serta pemantauan 
dan evaJuasi jaminan sosjal keluarga; 

h. pengclolaan data pelayanan sosial orang dengan HIV/ AJDS (ODHA) untuk 
dikord!nasikan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah provinsi; 

i. pengelolaan data pelayanan sosial korban penyalahgunaan NAPZA untuk 
dikordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah provinsi; 

j , pelak:;anaan nonna, standar, prosedur, dan krtteria bidang rehabilitasi 
sosial di luar panti dan/atau lembaga dan perlindungan jaminan sosial; 
dan 

k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleb Kepala Dinas terkait dengan 
tugas dan fungsinya. 

Pasal 12 

(I) Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial, terdiri dari: 
a . Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia di Luar Panti/Lembag.a; 
b. Seksi Rehabilitasi Sosial Pcnyandang Disabilitas, Tuna Sosial dan Korban 

Perdagangan Orang; dan 
c. Seks! Perlindungan dan Jaminan Sosial. 

(21 Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dipimpin oleh Kepala Seksi yang 
berada dlbawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang. 

Pasal 13 

(I) Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia di Luar Panti/Lembaga 
sebagaimana dimaksud dalnm PaAAI 12 ayat (I) huruf a, mempuny~ tugas 
menyiapkan rumusan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordlnasi, 
pema.ntauan , evaluasi dan pelaporan ke.giatan rehabilitasi dan perlindungan 
jaminan sosial lingkup urusan rehabilitasi sosial anak da.n lanjut us ia di luar 
panti dan/atau lembaga. 
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(2} Untuk melaksanakan tugas sebagaimana djmaksud pada ayat (!}, Seksi 
Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia di Luar Panti/Lembaga mcmpunyai 
fungsi: 
a . pelaksanaan 

pemantauan 
lerlantar; 

kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta 
dan evaluasi pelaksanaan pelayanan sosial anal< balita 

b. pelaksanaan kcbijakan, pelaksanaan bimbingan tekrus, scrta 
pemantauan dan cvaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosiaJ anak tcrtantar. 

c. pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan tekrus, serta 
pemantauan dan evaluasi pe1aksanaan rehabilitasi sosia1 anak 
berhadapan dengan hukum; 

d. pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta 
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial anak yang 
memerlukan perlindungan khusus; 

e. pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan tekrus, serta supervisi, 

f. 

pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi sosiaJ 
lanjut usia; dan 
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh KepaJa Bidang terkait dengan 
tugas dan fungsinya. 

Pasal 14 

(!) Seksi Rchabilitasi Sosial Penyandang Disabilita.s, Tuna Sosial dan Korban 
Perdagangan Orang scbagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (I} huruf b, 
mempunyai tugas mcnyiapkan rumusan pelaksanaan kebijakan teknis, 
fasilitasi, koordinasi, pemantauan, evaJua.si dan pelaporan kegiatan bidang 
.rehabilitasi dan perlindungan jaminan sosial lingkup urusan rehabilitasi 
oosial penyandang disabilitas, tuna sosial dan korban perdagangan orang. 

(2} Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (I), Seksi 
Rehabilitasi Sosial Penyandang DisabiHtas, Tuna Sosial dan Karban 
Perdaganga.n Orang mempunyai fungsi : 
a. pelaksanaan kebijakan, pernberian bimbingan teknis, scrta s-upervisi, 

pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi. sosial 
penyandang disa.bilitas fisik dan sensorik d i luar panti dan/atau 
lembaga; 

b. pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis. serta s upervisi, 
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi sosial 
penyandang disabilitas mental dan intelektual di luar panti dan/atau 
lembaga; 

c. pelaksanaan kebijakan, pcmberian bimbingan teknis, sena supervisi, 
pemancauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rehabilttasi sosial 
gelandangan, pengemis, bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan, 
serta korban perdagangan orang dan korban tindak kekerasan d i Juar 
panti dan/atau lembaga; 

d. peJaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, scrta su pel'\iisi, 
pemantauan, evaluasi, dan pelaPoran pelaksanaan kebijakan di bidang 
rehabilitasi sosial eks tuna susiJa di luar panti dan/atau lembaga; 

e . pengelolaan data pell\)'anan S()Sial orang dengan HIV/ AIDS (ODHA} 
untuk dikoordinasikan dan dilaporkan kepada pemcrintah daerah 

{ . 
provinsi: 
pengelolaan data pelayanan sosial korban penyalahgunaan NAPZA untuk 
dikordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah provinsi; 

g. pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta 
pemantauan dan evaluasi pela.ksanaan pengembangan ke)embagaan 
rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, tuna sosial dan korban 
perdagangan orang di luar panti dan/atau lembaga; dan 

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait 
dengan tugas dan fungsinya. 
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Pasal 15 

(I) Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
12 ayat (I) huruf c, mempunyal tugas mempunya.i tugas menyiapkan 
rumusan pelaksanaan kebijakan ,·ek.nis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan, 
evaluasi dan pelaporan kegiatan rehabilitasi dan perlind ungan jaminan sosial 
lingkup urusan perHndun.gan dan jaminan sosial. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagalmana dimaksud pada ayat (!}, Seksi 
Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyal (ungsi : 
a. pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, 

pemantaua.n, evaluasi, dan pclaporan pelaksanaan kesiapsiagaan dan 
mitigasij 

b. pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, 
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kem.itraan, 
pengelolaan logistik, penyediaan kebutuhan dasar, dan pemulihan 
trauma bagi korban bencana alam; 

c. pelaksanaan kebijakanJ pembcrian bimbingan telmis, serta supervisi, 
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penyediaan 
kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana sosial; 

d. pclaksanaan kebijaJ<an, pemberian bimbingan teknis, serta. supervisi , 
pemantauan, evaJuasl, dan ~laporan pelaksanaan pencegaban, 
penanganan korban bencana sosial, politik, dan ekonorru; 

e. pelaksanaan kebijakan, pembcrian bimbingan teknis, serta supervisi, 
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pemulihan sosial dan 
reintegrasi sosial; 

f. pelaksannnn kebijnknn, pemberiM bimbingan telcnis, serta s upervist, 
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pe1aksana.an seleksi, verifikasi, 
tenninasi, dan kemitraan jaminan sosial keluarga~ 

g. pelaksanaan kebijakan, pembetian bimbingan tek:nis, serta supervisi, 
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penyaluran bantuan 
dan pendampingan jaminan sosial keluarga; dan 

h . pelaksanaan fungsi lain yang dlbetikan oleh Kepala Bidang terkait dengan 
tugas dan fungsinya. 

Bagian Keempat 
Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Faldr Miskin 

Pasal 16 

( I} Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin mempunyal 
tugas menyiapkan rumusan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, 
koordinasi, pemantauan, evaJuasi dan pelaporan kegiatan bidang 
pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miski.n. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (!) , Bidang 
Pemberdayaan Sosial dan Penaoganan Fakir Miskin mempunyai (ungsi : 
a. pelaksanaan kebijakan tcknis, fnsilitasi, koordina!<i, serta pemantauan 

dan evaluasi pelaksanaan pemberdayaan sosial perorangan, keluarga, 
dan kelembagaan masyarakat; 

b. pelaksanaan kebijakan teknis, fasiUtasi, koordinas:i, serta pemantauan 
dan evaluasi pelaksanaan pemberdayaan sosia1 komunit.as adat terpenciJ; 

c. pclaksanaan J.cbijakan teknis, fasUitasi, koordinasi. s.erta pemantauan 
dan evaluasi pelaksanaan pemberdayaan sosial kepahlawanan, 
kepcrintisan, kesetiakawanan, dan restorasi sosiali 

d. pelaksanaan kebijakan teknis, rasilitasi, koordinas·i, serta pemantauan 
dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan sumber dana bantuan sosial; 

e. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinas:i, serta pemantauan 
dan evaluasi pclaksanaan penanganan fakir misldn J)Cdesaan; 

f. pelaksanaan kebijakan teknis. fasiUtasi, koordinaS'i, serta pemantauan 
dan evaluasi pelaksana.an penanganan fakir misldn perkotaan; 
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g. pelaksanaan verifikasi dan validasi fakir misl<ln cakupan kabupaten; 
h. pelaksanaan norma, standar, prosedur. dan k:riteria di bidang 

pemberdayaan sosial dan penanganan fakir m-iskfn; dan 
i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleb l<epala Dinas terkail dengan 

tugas dan fungsinya. 

Pasal 17 

(1) Bidang Pemberdayaan SosiaJ dan Penanganan Fakir Miskin, terdiri dari: 
a . Seksi ldentifikasi dan Penguatan Kapasitas; 
b. Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Penyaluran Bancuan Stimulan dan 

Penataan Lfngkungan; dan 
c. Seksi Kelembagaan, l(epahlawanan dan Restorasi Sosia l. 

(2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (! ) dipimpin oleh Kepala Seksi yang 
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidaog. 

PasaJ 18 

(Ii Seksi ldentilikasi dan Penguatao Kapasitas sebagaimaoa dimaksud dalam 
Pasal 17 ayat (I) huruf a, mempunya.i tugas mcnyiapkan rumusan 
pelaksa.naan kebijakan teknis, veriflkasi dan vaLidasi, fasilitasi, koordinasi, 
pemani..auan, evaluasi dan pc1aporan kegiatan bidang pemberdayaan sosiaJ 
dan penanganan fakir miskin lingkup urusan identifikasi dan penguatan 
kapasitas. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimalksud pada ayat (I), Seksi 
ldenbfikasi dan Penguatan Kapasitas mempunyai fungsi : 
a . pelaksanaan verifika.si dan vaJidasi fakir miskini 
b. pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbinga,n teknis, serta supervts1, 

pemanr.aua.n, eva1uasi. dan pelaporan pela.ksa.naan identifikasi dan 
pemetaan; 

c. pelaksanaa.n kebijakan1 pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, 
pemantauan, evaluasi, do.n pelapornn pelak sanaan penguata.n kapasitas; 

d. pelaksanaan lcebijakan, pemberian bimbingan tcknis. serta s upecvisi, 
pemantauan, cvaluasi, dan pelapora n pe1aksanaa.n pendampingan; 

e. pelaksanaan kebijakan, pembcrian bimbingan teknis. serta supervisi, 
pemantauan, evatuasi, dan pelaporan pe]aksanaan pcmberda,yaan sosiat: 
dan 

!. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang tcrkait dengan 
tugas dan rungsinya. 

Pasal 19 

( l) Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Penyaluran Bantunn Stimulan dan 
Penataan Lingkungan sebagaimana dimaksucl clnlam Pasal 17 ayat (!) hurur 
b, mcmpunyai tugas menyiapkan rumusan pelaksanaa.n kebijakan tek:nis, 
fasilitasi, koordinasi , pemanrauan, evaluasi clan pelapora.n kegiatan bidang 
pemberdayaan sosiaJ da.n pcnanganan fakir miskjn Ungkup urusan 
pcmberdayaan masyarakat. penyalurun bn.ntuan stimulan dan penataan 
lingkungan. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagairnana d imaksud pada ayat (I), Seksi 
Pcmbenlayaan Masyamkat, Penyaluran Banluao Stimulan dan Penataan 
Lingkungan mernpunyai fungsi : 
a. pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan leknfs, serta 

pcmantauan dan eva!uasi pckerja sosial, pekerja sosial masyarakat, 
tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, scrta ttenaga kesejahtcraan sosiaJ 
dan relawan sosiaJ lainnya; 
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b. pelaksana.an kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta 
pemantauan dan evaluasi pemberdayaa.n sosial komunitas adat terpeocil; 

c. pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta supervisi, 
pemantauan. evaluasi, dan pelaporan pelaksa.naan bantuan stimulan; 

d. pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, 
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penataan lingkun,gan 
sosial; dan 

c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan 
tugas dan fun,gsinya. 

Pasal 20 

( l) Seksi Kelembagaan. Kepahlawanan dan Restorasi Sosial sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal l7 ayal (I) huruf c, mempunyai tugas menyiapkan 
rumusan pelaksanaan kebijakan tcknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan, 
eva.luasi da.n peJaporan kegiat.an bidang pemberdayaan sosiaJ dan 
penanganan fakir miskin lingkup urusan kelembagaan, kepahlawanan dan 
restorasi sosial. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebaga.imana dimaksud pada ayat (I), Seksi 
Kelembagaan, Kepahlawanan dan Restorasi Sosial mempunyai fungsi: 
a. pclaksanaa.n kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta 

pemantauan da.n evaJuasi penggaHan potensi, kepahlawanan, 
keperintisan, kesetiakawanan, dan restorasi sosial; 

b. pengelolaan taman makarn pahlawan na$iOnal; 
c. pclaksanaan kebija.kan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta 

pem.antauan dnn eva.Juasi lernbaga konsultasi kesejahtere.an ketuarga dan 
unit peduli kcluarga; 

d . pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan leknis, serta 
peman1.auan dan evaluasi wahana kesejahtcraan sosial berbasis 
masyaraka1/pusat kesejahteraan sosial, karang taruna, dan lembaga 
kesejahteraa.n sosiaJ; da.n 

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan 
tugas dan fungsinya. 

BABV 
UNIT PELAKSANA TEKNIS 

Pasal 21 

(l) Pada Dinas Sosfal Tipe C dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis yang 
melaksanakan kegiatan teknis operasional dinas. 

(2) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis sebagairnana dimaksud pada ayat (1), 
diletapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada 
peraturan perundang-undangan. 

BABVI 
KELOMPOK JABATAN FUNOSIONAL 

Pasal 22 

(I) Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang 
Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan 
bidang keahliannya. 

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (I), 
dipimpin oleh seorang tcnaga fungsional senior yang ditunjuk dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 

(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud 
ditentukan berdasarkan kehutuhan dan beban kerja. 

JO 
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(4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (I), ditetapkan 
sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-uadangan. 

BAB Vil 
KEPEGAWAIAN 

Pasal 23 

Kepala Dines, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, 
Kepala Unit Pelaksana Teknis dan jabatan fungsionaJ, diangkat dan 
diberhentikan oleh Bupati sesuai peraturan perundang-undangan. 

Pasal 24 

{I) Kepala Dinas merupakan jabatan eselon Hb atau jabatan pimpinan tinggi 
pratama. 

(2) Sekretaris merupakan jabatan eselon Illa atau ja\>il.11>.n administn11or. 
(3) Kepala Bidang merupakan jabatan eselon IUb atau jabatan administrator. 
(4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan eselon !Va atau 

jabatan pengawas. 

BAB Vlll 
TATA KERJA DAN LAPORAN 

Bagian Kesatu 
Tata Kerja 
Pasal 25 

(I) Dalam melaksanakan tugasnya, seluruh pemegang jabatan struktun>J dan 
jabatan fungsional wajib menerapkan pri.nsip koordinasi, integrasi dan 
sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing unit maupun antar 
satuan kcrja yang lain sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

(2) Setiap pimpinan unit kerja di Dlnas Sosial wajib memimpin., membina, 
men,gawasi, mengendatikan, mengarah.kan dan mengevaJuasi serta memberi 
petunj uk kerja kepada bawahannya. 

(3) Kepala Dinas dan seluruh pejabat struktural di Dinas Sosial wajib 
meJaksanakan fungsi pengawasan melekat dalam unit kerja masing-masing 
dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk penyelesaian 
masalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Bagian Kedua 
Laporan 
Pasal 26 

(!) Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara 
periodik maupun sewaktu-waktu dan memberikan penjelasan teknis atau 
keterangan kepada Bupati perihal kebijakan yang ditetapkan. 

(2) Setiap pimpinan unit kerja di Dinas Sosial wajib mematuhi kebijakan yang 
ditetapkan dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan lugas baik secara 
periodik maupun sewaktu-waktu serta memberikan penjelasan teknis atau 
keterangan kepada atasan masing•masing sesuai dengan tugas dan 
fungsinya. 

(3) Setiap pimpinan unit kerja di Dinas Sosial wajib mengolah laporan yang 
diterima dari bawahan dan mcnggunakannya sebagai bahan evaluasi dan 
laporan dalam memberikan saran pertimbangan kepada Bupati guna 
perumusan kebijakan lebih lanjut. 
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BABIX 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 27 

Struktur Organisasi Oinas Sosial sebagaimana tercantum dalam Lampirnn yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

BABX 
PENUTUP 

Pasal 28 

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai 
teknis pelaksanaannya, akan diatur dan ditetapkan lebih !anjut oleh Bupatl. 

Pasal 29 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Perat~ran 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten ReJang 
Lebong. 

Diundangkan di Curup 
Pada tanggal SI N/«r,/ 2018 

H. R. A. DENNI 
,, 

Ditetapkan di Curup 
Pada tanggal ~/ Mu,.~ 2018 

BUPATI REJAlfG LEBONG, 

r .. ... 
I 

M"X Pt,tJI!(. (>11 t<..J:/ 
_ I ,{8,,,.lf >!!!_>l_!!f!!/_ 

BERITA OAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2018 NOMOR '/!/ 
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